
BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap permasalahan dalam 

penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pasal 12 UU TPPO tidak secara eksplisit menuliskan mengenai pengguna jasa 

ODILA. Dampaknya penerapan UU TPPO pada kasus pelacuran menjadi 

multi tafsir. UU TPPO yang bias mengakibatkan perbedaan penafsiran di 

kalangan penyidik terlebih pada pasal 12 UU TPPO sehingga penyidik 

menyimpulkan bahwa pengguna jasa ODILA tidak dapat dipidana karena 

tidak ada aturan hukum yang mengaturnya. Inilah yang menjadi penghambat 

penyidik kepolisian untuk menjerat pengguna jasa ODILA. 

2. Penerapan UU TPPO sebagai Alternatif Pemidanaan Pengguna Jasa ODILA. 

Pelacuran merupakan transaksi yang obyek perdagangannya adalah 

manusia sehingga sangat logis jika pelacuran merupakan salah satu modus 

TPPO. Oleh karenanya penerapan UU TPPO pada kasus pelacuran dan 

menjadi alternatif pemidanaan bagi pengguna jasa ODILA sangatlah tepat. 

Namun, dengan biasnya UU TPPO maka UU TPPO ini tidak dapat secara 

maksimal memberikan pemidanaan bagi para pihak dalam pelacuran 

khususnya pengguna jasa ODILA. Padahal seharusnya keberadaan 

pemidanaan pengguna jasa ODILA justru mampu memenuhi tiga tujuan 

hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karenanya 



 
 

 
 

penting untuk dilakukan pembaharuan hukum dalam UU TPPO agar dapat 

berlaku efektif menekan terjadinya TPPO dengan modus pelacuran. 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Penambahan rumusan pasal baru dalam UU TPPO dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

“Setiap orang yang mengakibatkan terjadinya eksploitasi seksual melalui 

transaksi seksual dalam pelacuran dipidana atas tindak pidana perdagangan 

orang dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus 

dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta 

rupiah)” 

2. Revisi Pasal 12 UU TPPO untuk menuliskan secara eksplisit tentang 

pengguna jasa ODILA.  

Tabel 2 

Pasal 12 UU TPPO Gagasan Revisi Pasal 12 UU TPPO 

Setiap orang yang menggunakan 

atau memanfaatkan korban tindak 

pidana perdagangan orang dengan 

cara melakukan persetubuhan atau 

perbuatan cabul lainnya dengan 

korban tindak pidana perdagangan 

Setiap orang yang menggunakan 

atau memanfaatkan korban tindak 

pidana perdagangan orang dengan 

cara melakukan persetubuhan atau 

perbuatan cabul lainnya dengan 

korban tindak pidana perdagangan 



 
 

 
 

orang, mempekerjakan korban 

tindak pidana perdagangan orang 

untuk meneruskan praktik 

eksploitasi, atau mengambil 

keuntungan dari hasil tindak pidana 

perdagangan orang dipidana 

dengan pidana yang sama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2, Pasal, 3, Pasal 4, Pasal 5 dan 

Pasal 6 

orang, tidak terbatas pada 

pengguna jasa orang yang 

dilacurkan yang melakukan 

transaksi seksual dalam pelacuran 

untuk meneruskan praktik 

eksploitasi, atau mengambil 

keuntungan dari hasil tindak pidana 

perdagangan orang dipidana 

dengan pidana yang sama 

sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan 

pasal 6. 
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